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Pengungkapan data secara tidak sah semakin sering terjadi di Indonesia, 
memunculkan kekhawatiran publik terkait keamanan data pribadi. 
Fenomena ini menjadi perhatian media untuk membentuk narasi dan 
menyampaikan perspektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap 
bagaimana media mengonstruksi isu data melalui analisis frekuensi 
kata dan word cloud. Data dikumpulkan dari 212 artikel berita 
sepanjang tahun 2024 yang berasal dari CNN Indonesia, Detik, 
Kompas, dan Liputan6. Penambangan kata artikel dilakukan dan 
dianalisis menggunakan R untuk memperoleh kata-kata dominan 
yang membentuk narasi media. Hasil menunjukkan bahwa kata 
“bocor”, “akses”, “jual”, dan “curi” mendominasi pemberitaan, 
dengan penekanan besar pada tindakan, bukan hanya aktor atau 
lembaga. Kata kerja muncul lebih sering dibandingkan nama tokoh 
maupun institusi, menunjukkan bahwa media lebih fokus pada aksi 
dalam pemberitaan kebocoran data. Visualisasi word cloud 
memperkuat temuan ini, dengan ukuran kata kerja yang lebih 
mencolok. Kontribusi penelitian ini memberikan pemahaman terhadap 
wacana media dalam isu kebocoran data pribadi di Indonesia, dan 
mengungkap kecenderungan jenis kata yang dominan dimunculkan. 
 

Abstract (10 PT) 

Unauthorized data disclosures are increasingly frequent in Indonesia, raising 

public concerns over the security of personal information. This phenomenon 

has drawn media attention, shaping narratives and conveying specific 

perspectives. This study aims to examine how the media constructs the issue 

of data breaches through word frequency and word cloud analysis. A total of 

212 news articles published throughout 2024 were collected from CNN 

Indonesia, Detik, Kompas, and Liputan6. Text mining was conducted using 

R to extract and analyze dominant words that form media narratives. The 

results reveal that words such as “leak,” “access,” “sell,” and “steal” 

dominate the coverage, highlighting a strong emphasis on actions rather than 

actors or institutions. Verbs appear more frequently than the names of 

individuals or organizations, indicating that the media tends to focus on 

actions when reporting on data breaches. The word cloud visualization 

reinforces this finding, with verbs appearing in significantly larger sizes. This 

study contributes to a deeper understanding of media discourse on personal 

data breaches in Indonesia and reveals the tendency for certain types of words 

to dominate the narrative. 
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1. PENDAHULUAN 

Dengan kemajuan teknologi yang pesat, pengumpulan data dalam format digital telah menjadi 
tren global di berbagai sektor [1]. Transformasi digital ini tidak hanya menyederhanakan proses 
dokumentasi dan analisis tetapi juga meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan [2]. Di sektor 
pemerintahan, pendidikan, dan bisnis, digitalisasi data memungkinkan integrasi sistem yang lebih 
efektif dan mempercepat akses ke informasi yang dibutuhkan [3]. Di Indonesia, pengumpulan data 
warga negara dalam bentuk digital, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi 
(SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan informasi pribadi lainnya telah semakin meluas 
seiring dengan upaya digitalisasi layanan publik. Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai 
sistem elektronik untuk mengefisiensikan proses administrasi dan meningkatkan efisiensi 
pemberian layanan publik. Salah satu inisiatif tersebut adalah adopsi Kartu Tanda Penduduk 
Elektronik (e-KTP), yang bertujuan untuk memperbarui data identitas kependudukan dan 
memodernisasi sistem administrasi sipil. 

Data pribadi seperti dokumen identitas seringkali diperlukan untuk pendaftaran administratif 
di seluruh platform digital, termasuk aplikasi perbankan, e-commerce, dan layanan sosial. Meskipun 
digitalisasi menawarkan kemudahan, meluasnya penggunaan data pribadi menimbulkan 
kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan, pelanggaran data, dan akses tanpa izin ke informasi 
sensitif [4]. Perkembangan ini menghadirkan tantangan baru, terutama dalam hal keamanan, 
privasi, dan etika dalam pengelolaan data digital [5]. Tanpa langkah-langkah keamanan siber yang 
memadai, risiko pelanggaran dan pengungkapan data tanpa izin akan terus meningkat. 
Pengungkapan tanpa izin mengacu pada tindakan mengungkap data yang seharusnya dilindungi 
kepada pihak yang tidak berwenang, sehingga mengancam kerahasiaan informasi [6]. Praktik ini 
mencakup pelanggaran data, penyalahgunaan informasi, akses dan distribusi tanpa izin, serta 
pengungkapan yang melanggar peraturan perlindungan data. Insiden semacam itu semakin umum 
terjadi di Indonesia, menempatkan negara ini di peringkat ke-14 dunia dalam peringkat pelanggaran 
data pada tahun 2025 [7]. Frekuensi kejadian ini telah menyebabkan liputan media rutin tentang 
fenomena ini di Indonesia. 

Sebagai pengawas publik, media Indonesia menjadi lebih aktif dalam melaporkan 
pengungkapan data tanpa izin. Setiap kali terjadi pelanggaran data, media tidak hanya menyajikan 
fakta tetapi juga menyoroti potensi dampaknya, baik bagi individu yang terdampak maupun bagi 
kepercayaan publik terhadap sistem manajemen data. Laporan media seringkali menekankan 
perspektif organisasi, yang cenderung mengaitkan pelanggaran dengan faktor eksternal sambil 
meremehkan respons otoritas dan lembaga terkait [8]. Liputan juga mencakup pendapat dan 
komentar ahli yang menawarkan rekomendasi tentang langkah-langkah pencegahan untuk 
mengurangi kemungkinan pelanggaran di masa mendatang [9]. Dengan demikian, media tidak 
hanya menginformasikan tetapi juga secara aktif membentuk kesadaran publik tentang pentingnya 
perlindungan data pribadi. 

Studi tentang pengaplikasian analisis word frequency and cloud terdahulu telah banyak 
diaplikasikan untuk menyelediki postingan yang berkembang di sosial media [10], [11], [12], review 
suatu produk [13], [14], [15] dan newspaper [16], [17]. Dengan meningkatnya jumlah pelanggaran 
data dan pengungkapan yang tidak sah, media memainkan peran penting dalam membentuk 
kesadaran publik dan memengaruhi kebijakan perlindungan data [18]. Oleh karena itu, menyelidiki 
wacana media tentang pengungkapan data yang tidak sah di Indonesia sangat relevan, terutama 
pada tahun 2024, ketika isu ini telah mendapatkan perhatian yang lebih tinggi di sektor publik dan 
swasta. Dengan menggunakan analisis frekuensi kata dan awan kata, studi ini bertujuan untuk 
memberikan representasi yang jelas tentang bagaimana media mengkonstruksi isu pengungkapan 
data yang tidak sah. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman 
mengenai konstruksi wacana media terkait kebocoran data pribadi di Indonesia, khususnya melalui 
identifikasi pola dominasi jenis kata tertentu dalam pemberitaan. 
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2. LANDASAN TEORI 

2.1. Wacana Media 

Media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga merepresentasikan realitas sosial 
melalui narasi, simbol, dan struktur linguistik yang dibangun secara sistematis [19]. Operating 
within an ideological framework, media discourse reflects power relations, politico Beroperasi 
dalam kerangka ideologis, wacana media mencerminkan hubungan kekuasaan, kepentingan 
politik-ekonomi, dan nilai-nilai hegemonik melalui pemilihan kata, konstruksi naratif, dan 
pembingkaian isu [20]. Akibatnya, analisis wacana media tidak hanya melibatkan aspek linguistik 
tetapi juga dinamika kekuasaan dan representasi sosial, menjadikannya alat hegemoni simbolik 
dalam teori kritis. Wacana media secara inheren bersifat performatif dan selektif, mencerminkan 
proses pemilihan acara, penyampaian naratif, dan kurasi sumber yang tidak netral. Dinamika ini 
dibentuk oleh interaksi antara struktur media, tekanan politik, kepentingan ekonomi, dan ekspektasi 
audiens. Akibatnya, wacana media tetap dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial, politik, 
dan teknologi, yang menggambarkan bagaimana media, sebagai agen produksi pengetahuan, 
membentuk persepsi publik [21]. 

2.2. Pengungkapan Data secara Tidak Sah 

Pengungkapan data yang tidak sah mengacu pada situasi di mana informasi yang seharusnya 
dilindungi oleh entitas yang berwenang justru terekspos atau diakses oleh individu atau entitas 
tanpa izin yang semestinya. Tindakan tersebut dapat diakibatkan oleh kebocoran informasi akibat 
kegagalan keamanan sistem atau penyalahgunaan hak akses yang sah, yang sering dikaitkan dengan 
serangan siber, eksploitasi kerentanan, dan kesalahan manusia dalam kebijakan dan prosedur 
keamanan [22]. Teknik perlindungan data digital, seperti enkripsi, kontrol akses, autentikasi, dan 
pencatatan audit, sangat penting untuk memastikan kerahasiaan dan integritas data. Namun, 
pengungkapan yang tidak sah sering terjadi karena kegagalan implementasi, kelemahan algoritma, 
atau kesalahan manusia [23]. Serangan seperti Man-in-the-Middle (MITM), buffer overflow, dan injeksi 
SQL merupakan beberapa penyebab utama pelanggaran data dalam sistem berbasis basis data [24]. 
Di tingkat organisasi, pelanggaran data sering kali berasal dari penegakan kebijakan keamanan yang 
buruk, seperti implementasi yang tidak tepat dari prinsip hak istimewa terkecil, yang dirancang 
untuk memberikan pengguna atau aplikasi hanya hak akses minimum yang diperlukan [25]. 
Memperkuat sistem keamanan siber sangat penting tidak hanya untuk mencegah pelanggaran data, 
tetapi juga untuk memungkinkan deteksi dini ancaman dan respons insiden yang cepat. Perangkat 
seperti sistem deteksi intrusi (IDS) dan pemantauan log sangat penting untuk mengidentifikasi 
aktivitas mencurigakan, namun keduanya harus terus ditingkatkan untuk mendeteksi serangan 
yang semakin kompleks dan merespons ancaman secara otomatis [26]. 

2.3. Kerangka Konseptual Word Frequency dan Studi Terdahulu 

Frekuensi kata adalah konsep inti dalam analisis teks yang berfokus pada tingkat kemunculan 
kata dalam korpus atau kumpulan data. Konsep ini berakar pada teori distribusi leksikal yang 
diperkenalkan oleh Zipf pada tahun 1949 [27], yang menyatakan bahwa kata-kata yang muncul lebih 
sering dalam teks cenderung memiliki signifikansi tematik yang lebih besar. Hukum Zipf 
menunjukkan bahwa hanya sejumlah kecil kata yang muncul dengan frekuensi tinggi, sementara 
sebagian besar jarang muncul. Secara statistik, analisis frekuensi kata digunakan dalam 
penambangan teks untuk mengungkap pola atau hubungan tersembunyi dalam data tekstual [28]. 
Dengan menganalisis frekuensi kata, peneliti dapat mengidentifikasi elemen-elemen kunci dalam 
teks, mengeksplorasi struktur tematik, dan menentukan konsep-konsep sentral yang mendominasi 
wacana. Dalam aplikasi praktis, analisis frekuensi kata memungkinkan eksplorasi hubungan istilah 
di berbagai konteks, seperti wacana media, analisis sentimen, atau studi opini [29]. Lebih lanjut, 
konsep frekuensi kata mendukung teknik-teknik analisis seperti analisis kohesi tekstual dan 
penciptaan awan kata, yang secara visual menggambarkan keunggulan dan hubungan antara 
istilah-istilah dalam korpus [30]. Dengan demikian, frekuensi kata berfungsi sebagai alat penting 
untuk mengeksplorasi pola linguistik dan mengungkap informasi laten dalam data tekstual. 
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Penelitian Heryono et al. [31] mengkaji pola frekuensi kata dalam artikel linguistik yang 
terindeks SINTA (Science and Technology Index) menggunakan pendekatan text mining berbasis 
korpus. Hasilnya menunjukkan terdapat kata-kata seperti “slang”, “metaphors”, ”corona”, dan 
“virus”, yang mencerminkan bahwa penelitian saat itu banyak berhubungan dengan konteks 
pandemi. Studi Roy [32] mengkaji kata-kata yang paling sering muncul pada aturan perpustakaan. 
Hasilnya menemukan bahwa, 'buku', diikuti oleh 'kartu', 'pinjaman', 'keanggotaan', 'online', 'fakultas', 
'access', 'research', 'material' dan 'cadangan' adalah istilah frekuensi tinggi. Walaupun studi frekuensi 
kata lebih banyak diaplikasikan pada teks berbahasa inggris, namun Başaran [33] mengkaji frekuensi 
kata pada Language Teaching Textbooks dan berhasil menunjukkan bahwa pola kemunculan kosakata 
dalam buku ajar dapat diprioritaskan untuk diajarkan kepada pelajar asing.  

2.4. Dasar Teori Word Cloud dan Studi Terdahulu 

Awan kata adalah bentuk visualisasi data teks yang menyorot kata-kata yang paling sering 
muncul dalam sebuah teks, ditampilkan menggunakan berbagai ukuran atau warna sesuai dengan 
frekuensinya. Konsep ini berasal dari visualisasi informasi dan linguistik komputasional, yang 
berfungsi sebagai alat yang efisien untuk mengidentifikasi istilah-istilah kunci dan tema-tema 
menyeluruh dengan cepat [34]. Dalam kerangka semiotik, awan kata dikaitkan dengan konsep 
sintaksis visual, di mana susunan spasial kata-kata dirancang untuk menyampaikan makna dengan 
menekankan elemen-elemen yang muncul lebih sering yang mencerminkan signifikansi semantik 
dan saliensi kognitif [35]. Hal ini menjadikan awan kata sebagai alat yang berharga dalam analisis 
budaya, di mana metode komputasi digunakan untuk mengekstrak dan menafsirkan pola data, 
sehingga mengungkap fenomena budaya dan sosial yang mendasarinya yang tertanam dalam teks 
[36].  

Secara kognitif, awan kata membantu mengurangi kelebihan informasi, menyederhanakan 
penyajian data, dan mengarahkan perhatian pada konsep-konsep inti melalui saliensi visual [37]. 
Konsep ini memainkan peran penting dalam memfasilitasi pemahaman pola-pola utama dalam 
sebuah teks. Secara linguistik, awan kata didasarkan pada analisis frekuensi kata, yang 
mengasumsikan bahwa frekuensi kemunculan kata dalam suatu korpus memberikan wawasan 
tentang struktur tematik teks dan fokus utama analisis [38]. Pendekatan ini mendukung interpretasi 
teks melalui distribusi leksikal, yang mana kata-kata yang sering muncul dianggap penting bagi 
pemahaman tematik wacana. 

Studi Sasongko et al. [39] menganalisis word cloud yang terdapat di science techno park di 
Universitas Indonesia. Hasil analisis kata awan menunjukkan bahwa kata "teknologi", "ilmu 
pengetahuan," "research," "zona," dan "inovasi," yang merupakan elemen–elemen dari science techno 
park. Rahmadani dan Yuadi [40] melakukan analisis word cloud tentang Pemakzulan Yoon Seok-Yeol 
untuk memahami narasi politik. Hasilnya menunjukkan bahwa kata "impeachment," "martial," "law," 
"Yoon," "party," "opposition," dan "country" tampak lebih besar dibandingkan kata lainnya. Penelitian 
Sağlam [41] menunjukkan bahwa analisis word cloud terhadap judul artikel dapat mengungkap fokus 
utama dalam suatu bidang studi. Dalam studi mengenai transportasi maritim, kata-kata seperti “port”, 
“shipping”, dan “container” adalah yang paling dominan, Dengan demikian, pendekatan word cloud tidak 
hanya menawarkan gambaran visual yang menarik, tetapi juga mampu merepresentasikan pola 
diskursif yang berulang dalam teks-teks yang dianalisis. 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

Studi ini terdiri dari beberapa tahap, meliputi pengumpulan data berita, penyiapan data, 
analisis frekuensi kata, dan visualisasi awan kata. Data bersumber dari artikel media yang diberi 
label "pelanggaran data", dengan kriteria artikel tersebut secara spesifik membahas masalah 
pelanggaran data yang terjadi di Indonesia. Artikel yang membahas pelanggaran data di negara lain 
tidak diikutsertakan. Sumber media yang digunakan antara lain CNN Indonesia, Detik, Kompas, 
dan Liputan6. Hanya artikel yang diterbitkan antara Januari dan Desember 2024 yang 
dipertimbangkan. Selama periode ini, total 212 artikel berita berhasil dikumpulkan. Persiapan data, 
pembuatan awan kata, dan analisis frekuensi kata dilakukan menggunakan R Studio [42]. Diagram 
alur penelitian disajikan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Research flowchart 

3.1. Pengumpulan Data Berita 

Langkah pertama penelitian ini melibatkan pengumpulan data berupa artikel berita yang 
membahas pengungkapan data pribadi tanpa izin di Indonesia sepanjang tahun 2024. Proses ini 
dilakukan dengan meninjau dan mengambil artikel-artikel kredibel yang memuat tag "pelanggaran 
data" dari media seperti CNN Indonesia, Detik, Kompas, dan Liputan6. Meskipun sumber-sumber 
kredibel ini juga melaporkan insiden pelanggaran data internasional, proses verifikasi dilakukan 
untuk menyaring dan memastikan bahwa hanya kasus-kasus domestik yang dipilih untuk 
dianalisis. Oleh karena itu, metode pengambilan sampel purposif digunakan, dengan fokus khusus 
pada konten yang ditargetkan. Artikel-artikel yang telah dikurasi kemudian dipersiapkan untuk 
analisis frekuensi kata dan word cloud selanjutnya. 

3.2. Preparasi Data 

Sebanyak 212 artikel berita di-scraping menggunakan R, memanfaatkan pustaka rvest [29] untuk 
mengekstrak elemen HTML dari halaman web. Langkah selanjutnya melibatkan tokenisasi, yang 
dilakukan menggunakan pustaka tidytext [43], yang memecah teks menjadi kata-kata individual 
(token). Ini diikuti oleh stemming dalam bahasa Indonesia, yang bertujuan untuk mengubah kata-
kata menjadi bentuk akarnya. Kata-kata yang tidak relevan dan tidak penting, seperti konjungsi dan 
kata kerja yang tidak terkait langsung dengan masalah penggunaan data yang tidak sah, 
dihilangkan selama proses pembersihan. Selain itu, langkah penggantian dilakukan untuk 
mengklarifikasi istilah dengan memperluas akronim lembaga-lembaga kunci yang sering 
disebutkan dalam artikel. Akhirnya, teks diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai persiapan 
untuk analisis lebih lanjut, termasuk frekuensi kata dan pembangkitan awan kata, yang keduanya 
dilakukan dalam bahasa Indonesia dan Inggris. 
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3.1. Analisis Word Frequency 

Analisis frekuensi kata dilakukan untuk mengidentifikasi kata-kata yang paling sering muncul 
dalam kumpulan artikel berita. Proses ini dimulai dengan menghitung jumlah kemunculan setiap 
kata dalam dataset yang telah diproses sebelumnya menggunakan fungsi count dari pustaka dplyr 
[44]. Secara matematis, frekuensi kata 𝑤𝑖  dalam teks dihitung menggunakan Persamaan (1). 

𝑓(𝑤𝑖)  =  ∑ 1(𝑤𝑖 , 𝑡𝑗)𝑁
𝑗=1                    (1) 

Di mana f(wi) merepresentasikan frekuensi kata wi, N menunjukkan jumlah artikel, dan 1(wi,tj) 
128ndica fungsi 128ndicator yang menghasilkan 1 jika kata wi muncul dalam artikel tj, dan 0 jika 
tidak. Setelah menghitung frekuensi, kata-kata difilter menggunakan kondisi f(wi) > 49, untuk 
mengecualikan kata-kata yang jarang muncul dan berkontribusi minimal terhadap analisis. 
Walaupun penelitian-penelitian terdahulu tidak menentukan ambang batas [45], [46], [47], dalam 
penelitian ini ditentukan untuk mengurangi noise dari kata-kata berfrekuensi rendah yang 
cenderung tidak memiliki makna analitis signifikan, serta memastikan bahwa kata-kata yang 
dianalisis memiliki relevansi tematik yang cukup kuat dalam konteks keseluruhan data. Ambang 
batas ini juga membantu meningkatkan keandalan hasil analisis dan visualisasi, seperti word cloud, 
dengan menekankan kata-kata yang benar-benar merepresentasikan pola umum dalam korpus. 
Probabilitas kemunculan setiap kata wi dalam teks kemudian dihitung menggunakan Persamaan 
(2). 

𝑃(𝑤𝑖)  =  
𝑓(𝑤𝑖)

𝑇
                           (2) 

Di mana T mewakili jumlah total kata dalam teks. Analisis ini memungkinkan identifikasi kata-
kata dominan dan relevan secara kontekstual dalam 128umpulan data. 

3.1. Analisis Word Cloud 

Visualisasi awan kata dilakukan menggunakan pustaka wordcloud2 [48]. Ukuran setiap kata 
dalam awan kata mencerminkan frekuensinya, dengan kata-kata yang lebih sering muncul 
ditampilkan dalam font yang lebih besar. Metode ini dimulai dengan tabel frekuensi kata yang 
difilter. Setiap kata kemudian dipetakan ke ukuran dan warna tertentu berdasarkan frekuensinya, 
menggunakan Persamaan (3). 

𝑢(𝑤𝑖) = 𝛼 ∙ 𝑓(𝑤𝑖) + 𝛽         (3) 

Di mana 𝑢(𝑤𝑖) menunjukkan ukuran visual kata 𝑤𝑖 , 𝑓(𝑤𝑖) adalah frekuensi kata, α adalah faktor 
skala yang menyesuaikan ukuran kata, dan β adalah konstanta yang menentukan ukuran kata 
minimum yang terlihat. Kata-kata dengan frekuensi yang lebih tinggi tampak lebih besar, 
sedangkan kata-kata dengan frekuensi yang lebih rendah ditampilkan dalam ukuran yang lebih 
kecil. Faktor skala α mengontrol sejauh mana frekuensi memengaruhi ukuran visual, sedangkan β 
memastikan bahwa semua kata tetap terlihat terlepas dari frekuensinya. 

 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Isu pengungkapan data tanpa izin muncul sebagai kontroversi besar dan menjadi salah satu 
topik paling viral di tahun 2024. Kasus serupa terus bermunculan bahkan dua tahun setelah era 
"normal baru", periode yang ditandai dengan pesatnya digitalisasi pasca-pembatasan aktivitas 
selama pandemi. Berdasarkan hasil analisis frekuensi kata, kata yang paling sering muncul adalah 
"leaking", sebanyak 596 kali. Kata-kata dengan frekuensi terendah, yang difilter dengan ambang 
batas minimal 50 kemunculan, meliputi "pusat data nasional sementara" atau "Pusat Data Nasional 
Sementara" (PDNS), "pusat data nasional" atau "Pusat Data Nasional (PDN), "internet", dan "threat". 
Frekuensi kata dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang diperoleh dari proses 
penambangan teks disajikan pada Gambar 2. Dominasi "leaking" mencerminkan kenyataan bahwa 
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sebagian besar pengungkapan data tanpa izin melibatkan kebocoran data. Kebocoran ini terjadi baik 
di perusahaan swasta maupun lembaga pemerintah. Di antara hasil filter dengan minimal 50 
kemunculan, hanya Biznet dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang muncul sebagai perusahaan, 
sementara sisanya mewakili sektor pemerintah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Word frequency result, (A) Indonesia version, (B) English version 
 

Dugaan kebocoran data pribadi milik sekitar 380.000 pelanggan Biznet di web gelap telah 
menjadi perhatian serius, terutama terkait dengan masalah perlindungan data dan keamanan siber 
di Indonesia. Web Gelap adalah bagian kecil dari Web Dalam, yang merupakan segmen tersembunyi 
dari internet yang tidak dapat diindeks oleh mesin pencari biasa seperti Google atau Bing, tetapi 
dapat diakses melalui Tor (The Onion Router), Freenet, I2P, dan JonDonym. Sementara Web Dalam 
mencakup berbagai jenis konten non-publik, Web Gelap sering dikaitkan dengan aktivitas ilegal dan 
konten tersembunyi. Sekitar 57% penggunaannya melibatkan aktivitas kriminal dan konten ilegal, 
yang umumnya digunakan untuk transaksi ilegal [49]. Laporan awal menunjukkan bahwa insiden 
itu diduga dilakukan oleh seseorang dari dalam perusahaan yang tidak setuju dengan Kebijakan 
Penggunaan Wajar (Fair Usage Policy/FUP), yang merupakan kebijakan Biznet untuk membatasi 
penggunaan internet. FPU ini membatasi akses internet bagi pelanggan, agar tidak menggunakan 
kuota internet 1TB per bulan. Data yang bocor mencakup informasi sensitif seperti nomor ID 
nasional, nomor pajak, nomor telepon, dan alamat pelanggan. Situasi ini telah menimbulkan 
kekhawatiran publik tentang seberapa aman data pribadi sebenarnya. Menanggapi hal ini, Biznet 
kemudian melakukan proses investigasi untuk membuktikan kebenaran masalah ini dengan 
melibatkan pihak berwenang. 

Kasus dugaan kebocoran data di PT Kereta Api Indonesia, yang diklaim oleh kelompok 
ransomware Stormous, masih dalam penyelidikan. Sejauh ini, KAI menyatakan bahwa tidak ada 
bukti yang menunjukkan bahwa data pribadi penumpang atau karyawan telah terekspos. Untuk 
menyelidiki masalah ini, KAI bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan unit 
kejahatan siber Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Badan Reserse Kriminal (Bareskrim). 
Meskipun penyerang mengklaim telah mencuri data sensitif dan meminta tebusan sebesar 11,69 
Bitcoin. Kasus permintaan tebusan menggunakan Bitcoin menunjukkan bahwa penjahat siber sering 
menggunakan mata uang kripto untuk mendapatkan keuntungan. Ini adalah metode umum yang 
dipilih oleh penyerang karena dianggap lebih efisien dan lebih aman bagi pihak mereka sendiri [50]. 
Namun, KAI tidak mudah mempercayai pihak yang membuat ancaman. Pernyataan resmi dari KAI 
menegaskan bahwa, hingga saat ini, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ada data yang bocor 
seperti yang diklaim oleh tersangka penyerang. Namun, KAI tetap berkomitmen untuk melakukan 
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penyelidikan menyeluruh untuk mencari tahu kebenaran di balik masalah ini. KAI memastikan 
bahwa operasional TI-nya, termasuk layanan tiket daring dan sistem Face Recognition Boarding Gate, 
tetap berjalan dengan aman dan normal. KAI juga telah menerapkan International Organization for 
Standardization (ISO) yang merupakan standar internasional untuk sistem manajemen keamanan 
informasi atau yang lebih umum disebut sebagai Information Security Management Systems (ISMS) 
untuk melindungi data digitalnya. 

Selain membocorkan dan mengancam, kata kerja lain yang menonjol adalah menyerang, 
menjual, mengakses, dan mencuri. Korpus tersebut mengungkapkan bahwa pengungkapan data 
tanpa izin juga mencakup isu-isu serangan siber, penjualan gelap, akses ilegal, dan pencurian data. 
Kata kerja seperti mengeksploitasi dan meretas juga terdapat dalam korpus tersebut, tetapi bukan 
termasuk istilah yang paling umum digunakan. Nama-nama individu dan lembaga ditampilkan 
secara mencolok dalam pelaporan korpus tentang pengungkapan data tanpa izin. Khususnya, 
nama-nama presiden Indonesia periode 2014–2024, Joko Widodo, dan menteri keuangannya, Sri 
Mulyani, muncul dengan frekuensi tinggi. Namun, korpus tersebut menunjukkan bahwa keduanya 
merupakan korban kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akibat kerentanan keamanan 
di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Tokoh lain yang sering disebut adalah Bjorka, yang 
digambarkan sebagai aktor di balik kebocoran data tersebut. Bjorka mendapatkan popularitas 
sebagai sosok anonim yang mengaku memiliki data pejabat tinggi. Lembaga yang paling sering 
disebutkan dalam korpus tersebut antara lain BSSN dengan frekuensi tertinggi (596), Kementerian 
Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Komisi Pemilihan Umum, Direktorat Jenderal Pajak, PT 
Kereta Api Indonesia, Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), Pusat Data Nasional (PDN), dan 
Biznet. Selain BSSN, lembaga-lembaga ini terutama diidentifikasi sebagai korban pengungkapan 
data tanpa izin. 

Kebocoran data yang melibatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Presiden Joko Widodo 
dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang diikuti oleh kebocoran data di Kementerian Komunikasi 
dan Informatika (Kominfo), berpotensi semakin menggerogoti kepercayaan publik terhadap 
kemampuan pemerintah dalam mengelola data secara efektif. Kekhawatiran ini diperparah oleh 
serangan siber yang menyasar lembaga-lembaga kunci lainnya, seperti Pusat Data Nasional 
Sementara (PDNS) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kata "publik" sendiri muncul sebanyak 52 
kali di antara 212 artikel yang dikorpus. Korpus tersebut bahkan mencatat bahwa publik menuntut 
akuntabilitas dari aktor-aktor yang tidak secara eksplisit tercermin dalam analisis frekuensi kata, 
seperti Budie Arie, Menteri Komunikasi dan Informatika, yang didesak untuk mengundurkan diri. 
BSSN sering disebutkan dalam korpus tersebut, karena secara konsisten ditugaskan oleh Presiden 
untuk memitigasi dampak kebocoran data. 

 
Gambar 3. Hasil Word cloud 

Secara keseluruhan, kata kerja muncul lebih sering daripada nama lembaga, individu, atau kata 
benda lainnya, menjadikan kata kerja kategori dominan dalam analisis awan kata (Gambar 3 dan 4). 
Hal ini terlihat dari dominannya kata-kata seperti "leaking", yang muncul dalam ukuran font lebih 
besar daripada istilah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa korpus tidak hanya menekankan 
lembaga atau individu yang terlibat dalam insiden, tetapi juga memberikan perhatian signifikan 
pada tindakan dan respons para pelaku. Dengan demikian, kata kerja muncul sebagai elemen yang 
paling menonjol dan berulang dalam awan kata, menyoroti fokus pada bagaimana para pelaku 
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merespons pelanggaran tersebut. Hasil analisis word cloud ini telah lebih baik daripada beberapa 
penelitian sebelumnya. Hasil analisis word cloud Chandra dan Yusuf [51] masih memunculkan karakter 
tidak bermakna seperti “m” dan “?”. Putri [52] masih memunculkan kata yang bersifat fungsional dan 
tidak bermakna substantif, seperti “di”, “yang”, “melalui”, “atau”, dan “ke”.  Hal ini karena proses 
pembersihan data teks (preprocessing) belum optimal, seperti tidak menghapus stopword, tanda baca, 
dan karakter tunggal, serta tokenisasi yang kurang tepat. 

 
Gambar 4. Hasil Word cloud 

 
Insiden pelanggaran data yang berulang juga mengungkapkan pola naratif dalam korpus: 

lembaga yang terdampak merespons dengan menekankan upaya mitigasi, para ahli 
merekomendasikan penguatan langkah-langkah keamanan siber, sementara pelaku mengeluarkan 
ancaman dan menuntut tebusan. Meskipun istilah teknis terkait aktivitas peretasan, seperti 
ransomware, phishing, dan malware, muncul dalam korpus, frekuensinya tidak memenuhi ambang 
batas harus lebih dari 49 yang telah ditetapkan dalam metodologi penelitian. Ambang batas ini 
diterapkan untuk mengecualikan istilah-istilah yang jarang digunakan dan dianggap memiliki nilai 
analitis terbatas. Meskipun demikian, istilah-istilah teknis tersebut berpotensi meningkatkan 
pemahaman publik tentang pelanggaran data dan akses tidak sah ke informasi. 

5. KESIMPULAN 

Dengan menganalisis 212 artikel dari empat media berita utama, istilah "kebocoran" muncul 
sebagai yang paling dominan, menunjukkan fokus utama media pada insiden kebocoran data. Kata 
kerja seperti "akses", "jual", dan "curi" muncul lebih sering daripada nama lembaga atau individu, 
menunjukkan bahwa narasi media lebih menekankan tindakan dan respons terhadap insiden 
daripada aktornya sendiri. Lembaga pemerintah dan tokoh masyarakat biasanya dibingkai sebagai 
korban, sementara aktor seperti Bjorka digambarkan sebagai pelaku. Temuan ini menunjukkan 
bahwa liputan media cenderung menyoroti sifat tindakan yang terlibat dalam pengungkapan data 
tanpa izin, terutama melalui penggunaan kata kerja tindakan yang dominan, daripada identitas 
korban atau pihak yang bertanggung jawab. Penelitian di masa mendatang didorong untuk 
mengkaji dinamika sentimen dan pembingkaian dalam liputan berita, serta membandingkan pola 
media di berbagai media atau periode waktu untuk mengamati pergeseran konstruksi wacana dari 
waktu ke waktu. 
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